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DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAII
KABUPATEN PESISIR SELATAH

Menimbang          :   a.  bahwa   dalam   rangka   singkronisasi   Agenda   Pemerintah
Daerah  dengan  kegiatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten     Pesisir     Selatan     maka     perlu     dilakukan
penyusunan rencana kelja alat kelen8kapan DPRD;

b.  bahwa untuk tertib pelaksanaan agenda Dewan Perwakilan
Rakyat   Daerah   Kabupaten   Pesisir   Selatan   sebagaimana
dimaksud   pada   huruf  a,   maka   perlu   disusun   Agenda
Kegiatan     Dewan     Perwakilan     Rakyat     Daerah     DPRD
Kabupaten Pesisir Selatan;

c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlul ditetapkan dengan
Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten
Pesisir Selatan.

Mengingat             :   1.  Undang-Undang      Nomor      12.   Tahun      1956      tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi   Sumatera   Tengah   (I,embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)  jis Undang-undang Nomor
21  Drt Tahun  1957  (Lembaran  Negara  Republik  Indoensia
Nomor   77)   jo   Undang-undang   Nomor   58   Tahun    1958
(Lembaran  Negara  RI  Tahun  1958  Nomor  108,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2.  Undang-Undang     Nomor          12     Tahun     2011     tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011     Nomor    82,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5234);



3.      Undang-undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan       Daerah       (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5587),   sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
undang Nomor 9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua
Atas   Undang-undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia) ;

4.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   18  Tahun  2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016   Nomor   114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) ;

5.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun  2017   tentang
Pembin aan        dan        Pen gawasan        Penyelenggaraan
Pemerintahan     Daerah     (I,embaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6.     Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Hmpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

7.     Peraturan  Pemerintah   Nomor   12  Tahun   2018  Tentang
Pedoman   Penyusunan   Peraturan   Tata   Tertib   Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2018  Nomor  22,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

8.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.     Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
tentang     Pedoman      Pengelolaan      Keuangan     Daerah
sebagaimana   telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri    Nomor     13     Tahun    2006     tentang    Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10.   Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang      Pembentukan      Produk      Hukum      Daerah,
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri
Dalam Negeri Nomor  120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



11.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan  Nomor  :  06
Tahun   2019  tentang  APBD  Kabupaten   Pesisir  Selatan
Tahun Anggaran 2020;

12.   Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor :  37 Tahun 2019
tentang   Penjabaran   APBD   Kabupaten   Pesisir   Selatan
Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan   :   Hasil   Rapat   Badan   Musyawarah   DPRD   Kabupaten   Pesisir
Selatan pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :

KESATU           :    Menetapkan  Revisi  Agenda  Kegiatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  DPRD  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  pada  Masa  Sidang  I
Tahun 2021 sebagaimana daftar terlampir;

KEDUA            :   Apabila  dalam  tahun  beljalan  terdapat  agenda  yang  bersifat
mendesak atas usulan Pemerintah Daerah maupun DPRD yang
tidak  tercantum  dalam  lampiran  Keputusan  ini,  maka  agenda
kegiatan dimaksud dapat dilakukan revisi dan atau penambahan
terhadap Keputusan ini.

KETIGA           :   Segala     biaya    yang     dikeluarkan     akibat    diberlakukannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT       :   Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dan  apabila
terdapat     kekeliruan     dalam     penetapan     akan     diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   :  Painan
Padatanggal     :  08Januari  2021

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.  Bupati Pesisir Selatan di Painan
2.  Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.



Lanplran   :   Heputusan Dewan Perwak±lan Rakyat Da®mh Kab. Pesisir Schtan

Honor      :   01/DPRD-PS/2021
Tansgal    :   8.aniiari 2021
Tentang   :   Agenda   KeSatan   D®wan   PetwaHlan   Rakyat   Daerah

Kdb. Pe8isir Sehatan Pada Masa Sidang I Tahim 20el

NO HARE DAH TAHaou REalATAN

1. Senin,11 Januari 2021 Rapat     Paripuma     Perpindahan     (Rolling)     Alat
Kelengkapan    Otomisi)    DPRD    Kabupaten   Pesisir
Sehatan.

2. Selaca s.d Rabu Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi I, 11, Ill dan
12 a.d   13 Januari 2021 IV  DPRD  Kabupaten  Pesisir  Sefatan  dengan  Mitra

Keba  tentang  Evaluasi  Realisasi  Fhogram  Tahun
2020 dan Rencana Kelja Tahun 2021.

3. Kamis s.d Jum'at Tinjau  hapangan  Komisi  I,   11,   Ill  dan  IV  DPRD
14 s.d 15 Januari 2021 Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Senin, 18 Januari 2021 Rapat Paripuma Pengumuman dan Penetapan Usul
Pemberhentian  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Periode
2016 -2021.

5. Rabu s.d Sabtu Kunjungan  Ketia  Komisi  I,   11,   Ill  dan  IV  DPRD
20 s.d 23 Januari 2021 Kabupaten   Pesisir   Sehtan   (Luar   Daerah   Luar

Provinsi).

6. Minggu s.d Rabu Konsultasi Alat Kelen8kapan  (Banggar dan Bamus)'
24 s.d 27 Januari 2021 DPRD Kabupaten Pesisir Selatan quuar Daerah Luar

Provinsi).

7. Kahis s.d Sabtu Kunjungan  Keria   Komisi  I,   11,   Ill   dan  IV   DPRD
28 a.d 30 Januari 2021 Kabupaten   Pesisir   Selatan   (Lunr   Daerah   Dalam

Ptovinsi).

8. Senin,1 Februari 2021 Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan Pada Masa Sidang I Tahun 2021


